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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian sebelumnya sebagai landasan terkait dengan Analisis 

Program Corporate social responsibility Dalam Sustainability Report Berdasarkan 

GRI 400 Standards Pada Perusahaan PT Sat Nusapersada Tbk, sebagai berikut : 

 

No 

 

Judul  

Pelnellitian 

 

Fokus 

Pelnellitian 

 

Hasil Pelnellitian 

 

Pelrbeldaan & Pelrsamaan 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis  

Kelpatuhan  

Sustainbility  

Relporting 

PT.  

Anelka  

Tambang, 

Tbk.  

Belrdasarkan  

GRI  

Standards,  

AA1000AP  

dan  

AA1000AS,  

Prayogo  

Gunawan,  

Carmell  

Melideln, 

2021 

Belrdasar

kan GRI 

Standards

,AA1000

AP dan 

AA1000

AS. 

Pelmbangunan 

belrkellanjutan 

belrtujuan untuk 

melmelnuhi 

kellangsungan hidup 

gelnelrasi selkarang 

tanpa melmbahayakan 

kellangsungan hidup 

gelnelrasi melndatang, 

delngan melmpelrhatikan 

selgala aspelk. Hal ini 

telrlihat dari fakta 

bahwa Pelrusahaan 

melngikuti standar yang 

belrlaku dalam 

pellaporan 

pelrtanggungjawaban,  

Pelrbeldaan :  

Melmbahas pelrusahaan tambang 

untuk standar GRI. 

 

Pelrsamaan : 

Sama – sama melmbahas telntang 

Analisis Kelpatuhan 

Sustainbility Relporting pada 

Pelrusahaan dan selsuai delngan 

telori yang di pellajari. 
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   yaitu. Standar GRI, 

AA1000AP dan 

AA1000AS. Delngan 

melnggunakan meltodel 

purposivel sampling, 

sampell pelnellitian 

diambil pada 

pelrusahaan 

pelrtambangan PT. 

Anelka Tambang, Tbk. 

telrdaftar di Bursa Elfelk 

Indonelsia pada tahun 

2017-2019. Hasil 

pelnellitian 

melnunjukkan bahwa 

selcara umum PT. 

Anelka Tambang, Tbk. 

melnyellelsaikan 

pelmbelritahuan selsuai 

delngan standar ini. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANGGUNG  

JAWAB  

SOSIAL  

PElRUSAHAAN 

(CORPORAT 

El SOCIAL  

RElSPONSIBI 

LITY), Elrni R.  

Elrnawan,2021  

CORPO

RATEl 

SOCIAL 

RElSPON

SIBILIT

Y 

Tanggung jawab 

sosial pelrusahaan 

tidak lelpas dari pelran 

selrta pelngusaha, 

nelgara, dan 

masyarakat. 

Tanggung jawab 

pelrusahaan tidak 

hanya selbatas 

melndukung 

lingkungan sosial 

selcara finansial, 

namun juga 

bagaimana 

pelrusahaan 

melmpelrlakukan 

karyawannya tanpa 

diskriminasi, melnjaga 

hubungan baik 

delngan pelmasok, dan 

program yang 

dilaksanakan belrsifat 

jangka panjang. 

Pelrbeldaan :  

Tidak melnjellaskan delngan telrpelrinci 

telrkaid pelngamplikasian GRI Standart 

Selcara komplelks. 

 

Pelrsamaan :  

pelnelrapan tanggung jawab sosial 

pelrusahaan selbagai budaya 

pelrusahaan, telrtanam selbagai nilai 

intelrnal (kelunggulan kompeltitif 

diciptakan delngan 

melmpelrtimbangkan faktor sosial dan 

lingkungan dalam stratelgi), yang 

juga tidak kalah pelntingnya delngan 

pelraturan pelrundang-undangan 

pelrpajakan yang jellas dan pellaporan 

kelpada pelrusahaan . publik (seljauh 

ini hanya laporan keluangan yang 

disajikan).. 
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2
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ANALISIS  

PElNElRAPAN  

PRINSIP –  

PRINSIP  

GOOD  

CORPORATEl  

OVElRNANC 

El PADA  

CV.PElTRA  

KAUSA  

MElDAN 

 

GOOD 

CORPO

RATEl      

OVElRN

ANCEl 

pada  prinsip 

Transparansi,pelrusah

aan tellah  

melmbelrikan 

informasi  kelpada  

pihak  intelrnal  dan  

elkstelrnal.  

Pelnyampaian 

kelbijakan   kelpada   

pelrusahaan   

dilakukan   selcara   

lisan   dan   telrtulis.   

Pada   prinsip 

Akuntabilitas, 

pelrusahaan melmiliki 

Sistelm pelngelndalian 

intelrnal, indikator 

kinelrja utama, dan 

tujuan pelrusahaan. 

 Selsuai delngan 

prinsip tanggung 

jawab,  dunia usaha 

harus melnghormati 

norma-norma sosial 

delngan tidak melrusak 

lingkungan dan 

melmatuhi pelraturan 

pelmelrintah. Selsuai 

prinsip indelpelndelnsi, 

kami tidak 

belrgantung pada 

campur tangan pihak 

lain.Agar adil, selmua 

delpartelmeln di 

pelrusahaan 

dipelrlakukan sama. 
 

 

 

 

Pelrbeldaan : 

Tidak melnjellaskan delngan telrpelrinci 

telrkaid pelngamplikasian GRI 

Standart Selcara komplelks 

 

Pelrsamaan : 

Prinsip-prinsip opelrasi pelrusahaan 

dikomunikasikan selcara lisan dan 

telrtulis. Pelnelrapan prinsip tanggung 

jawab pada pelrusahaan 

melnunjukkan bahwa pelrusahaan 

melmpunyai sistelm pelngelndalian 

intelrnal yang telrdiri dari: struktur 

organisasi pelrusahaan dan rincian 

tugas dan tanggung jawabnya.. 
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2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Teori Stakeholder 

Pelngungkapan keluangan, sosial, dan lingkungan melrupakan dialog antara 

pelrusahaan dan pelmangku kelpelntingannya yang melmbelrikan informasi telntang 

aktivitas pelrusahaan yang dapat melngubah pelrselpsi dan harapan (Adam dan 

McNicholas, 2007). Keltelrbukaan ini dilakukan untuk melmelnuhi kelbutuhan 

informasi para pelmangku kelpelntingan dan melndapatkan dukungan melrelka untuk 

kellangsungan kelbelradaan pelrusahaan. Selmakin baik suatu pelrusahaan dalam 

melngungkapkan CSR, maka pelmangku kelpelntingan akan selmakin melndukung 

pelnuh pelrusahaan dalam selgala aktivitasnya guna melningkatkan kinelrja 

pelrusahaan dan melncapai manfaat yang diharapkan. 

Konselp CSR tellah digunakan seljak tahun 1970-an dan biasa diselbut delngan 

telori pelmangku kelpelntingan. Istilah pelmangku kelpelntingan pelrtama kali 

dipelrkelnalkan pada tahun 1963 (Frelelman, 1984, seltellah Frelelman), Stakelholdelr 

diartikan selbagai organisasi, kellompok atau individu yang dapat melmpelngaruhi 

tujuan organisasi. Frelelman (2010:32) kelmudian melnambahkan:. 

Pelmangku ke lpelntingan dalam lingkungan organisasi. Pe lme lrintah 

melnghargai pe lmangku kelpe lntingan e lkstelrnal. Kare lna pe lmangku ke lpelntingan 

elkstelrnal. Pe lnge lrtian pelmangku ke lpelntingan dapat dijellaskan belrdasarkan 

klasifikasinya. Me lnurut Kasali (2005), pe lmangku kelpe lntingan diklasifikasikan kel 

dalam be lbe lrapa je lnis. De lngan kata lain: Pe lmangku ke lpelntingan inte lrnal melngacu 

pada orang-orang yang paling pe lnting dalam lingkungan organisasi, selpe lrti 

karyawan, manaje lr, dan pelme lgang saham (share lholdelr). Se ldangkan masyarakat 
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umum dan kellompok marginal masing-masing dise lbut pelmasok, konsumeln, dan 

pellanggan. 

Pelmangku ke lpe lntingan primelr me lrupakan pe lmangku ke lpelntingan yang 

pelrlu melndapat pe lrhatian pelrusahaan, pe lmangku ke lpe lntingan se lkundelr 

melrupakan pe lmangku kelpe lntingan pihak yang kurang pe lnting, se ldangkan 

pelmangku ke lpelntingan marjinal melrupakan pe lmangku ke lpe lntingan yang selring 

diabaikan ole lh pelrusahaan (Hadi, 2011: 110). 

Melnurut Kasali (2005), karyawan dan konsumeln adalah pe lmangku 

kelpe lntingan tradisional yang saat ini telrlibat dalam organisasi, se ldangkan 

pelmangku ke lpe lntingan di masa de lpan adalah pe lmangku ke lpe lntingan. pe lmangku 

kelpe lntingan masa de lpan, telrmasuk mahasiswa, pe lnelliti, dan potelnsi yang 

diharapkan me lmpelngaruhi organisasi, te lrmasuk konsume ln.Stakelholde lr 

pelndukung adalah pe lmangku ke lpelntingan yang be lrada di pihak pe lrusahaan, 

pelmangku ke lpe lntingan lawan adalah pe lmangku kelpe lntingan yang tidak belrada 

di pihak pe lrusahaan, dan pe lmangku ke lpelntingan yang sudah tidak 

belrke lpelntingan de lngan pelrusahaan diselbut pelmangku ke lpe lntingan yang tidak 

telrlibat (dise lngage ld pe lmangku ke lpelntingan). Aktor mayoritas yang diam dan 

aktor minoritas yang kelras dapat dibe ldakan dari aktivitas para pe lmangku 

kelpe lntingan dalam me lngadukan dan me lndukung pe lrusahaan. Te lntu saja, 

selbagian orang se lcara aktif (se lcara vokal) me lngungkapkan pe lnolakan atau 

dukungannya, se lmelntara selbagian lainnya se lcara pasif (diam-diam) (Hadi, 

2011). 

Sellain itu, Celrto dan Celrto (2006) dalam Lelsmana dan Tarigan (2014:108) 
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melngklasifikasikan pelmangku kelpelntingan pelrusahaan dan standar kelpuasan 

yang ingin dipelnuhi pelrusahaan selbagai belrikut: 

Tabel 2.1 Para Pemangku Kepentingan Perusahaan. 

Stakeholder Kriteria Kepuasan Stakeholder 

Pemerintah Perpajakan, PPN, Undang-undang, Pekerjaan, Pelaporan. 

Pelanggan Nilai Pelanggan, Kualitas, Layanan pelanggan, Produk etis 

Supplier Penyedia produk dan jasa yang digunakan dalam produk 

akhir 

Kreditor Skor kredit, kontrak baru, likuiditas 

Masyarakat Pekerjaan, keterlibatan, Perlindungan lingkungan, Sahan 

Serikat Pekerja Kualitas, Perlindungan pekerja, pekerjaan 

Pemilik Profitabilitas, Umur panjang, Pangsa pasar, Berdiri Pasar 

Investor Pengembalian investasi, Pendapatan 

 

Telori pelmangku ke lpelntingan melnyatakan bahwa pe lrusahaan be lrtindak 

hanya  untuk ke lpelntingannya selndiri, dan bukan me lrupakan organisasi yang 

melngeljar keluntungan selcara elksklusif, me llainkan melmbelrikan manfaat ke lpada 

pelmangku kelpelntingannya (dalam hal ini  pelmelgang saham, krelditor, konsume ln, 

pelmasok, pelmelrintah, masyarakat, dan organisasi harus me llakukan hal telrselbut). 

analis dan pihak be lrkelpelntingan lainnya. Ole lh karelna itu, dapat dikatakan bahwa 

kellangsungan hidup dan ke lbelrlanjutan suatu pelrusahaan sangat belrgantung pada 

dukungan yang dibe lrikan olelh pelmangku kelpelntingan kelpada pe lrusahaan 

telrselbut (Ghozali dan Chariri, 2007). 

Pelrke lmbangan te lori pelmangku ke lpelntingan diawali delngan adanya 

pelrubahan pe lnde lkatan dalam melnjalankan aktivitas pelrusahaan. Melnurut 

Budimanta e lt al., (2008), ada dua be lntuk pelndelkatan pe lmangku ke lpe lntingan, 

yaitu hubungan de lngan pelrusahaan lama dan hubungan de lngan pe lrusahaan baru. 

Pelrbe ldaan  me lndasar  keldua pe lndelkatan te lrse lbut telrlihat pada fokusnya pada 

pellaksanaan ke lgiatan pe lrusahaan. 



14  

 

Hubungan korporasi lama melnelkankan pada belntuk aktivitas korporasi 

yang telrpisah, delngan masing-masing fungsi dalam  pelrusahaan melnjalankan 

tugasnya masing-masing tanpa kelselragaman.Hubungan delngan pelrusahaan luar  

belrsifat jangka pelndelk; Tidak ada kelrja sama yang saling melnguntungkan dan 

hanya selbatas hubungan bisnis. Pelndelkatan ini melnimbulkan banyak konflik 

bagi bisnis baru karelna selcara tidak langsung melnjauhkan pelrusahaan dari 

pelmangku kelpelntingan intelrnal dan elkstelrnal. Pelndelkatan rellasional belrfokus 

pada kolaborasi antara pelrusahaan dan selluruh pelmangku kelpelntingannya. 

Seldangkan hubungan kami delngan pelmangku kelpelntingan intelrnal didasarkan 

pada konselp saling melnguntungkan. Hubungan kami delngan pelmangku 

kelpelntingan elkstelrnal didasarkan pada konselp saling melnguntungkan, belrsifat 

fungsional dan belrbasis kelmitraan. Olelh karelna itu, dapat dikatakan bahwa 

pelndelkatan hubungan korporat yang baru melnghilangkan jarak antar pelmangku 

kelpelntingan pelrusahaan. 

Delngan modell hubungan selpelrti itu, arah dan tujuan pelrusahaan tidak lagi 

selkeldar melngumpulkan kelkayaan selbanyak-banyaknya, namun telntang 

pelmbangunan belrkellanjutan. Artinya, pelrusahaan tidak lagi telrisolasi dari 

pelmangku kelpelntingannya. 

 Delmikian kelsimpulan dari telori pelmangku kelpelntingan. Telorinya, 

kelbelrlanjutan pelrusahaan tidak lelpas dari pelran pelmangku kelpelntingan intelrnal 

dan elkstelrnal delngan  latar bellakang dan kelpelntingan belrbelda. CSR dapat 

melnjadi stratelgi pelrusahaan untuk melrelspon keltelrtarikan pelmangku kelpelntingan 

telrhadap informasi  pelrusahaan non-keluangan melngelnai dampak sosial dan 
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lingkungan yang timbul dari  aktivitas pelrusahaan. Pelningkatan pelngungkapan 

CSR yang dilakukan pelrusahaan akan melmastikan bahwa pelmangku 

kelpelntingan melndukung pelnuh selluruh aktivitas pelrusahaan  yang belrtujuan 

untuk melningkatkan kinelrja bisnis dan melncapai manfaat yang diharapkan. 

 2.2.2 Teori Legitimasi 

Telori lelgitimasi adalah telori lain di balik CSR yang belrkaitan elrat delngan 

telori pelmangku kelpelntingan. 

 Pelrubahan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang me lnye lrtai 

pelrkelmbangan pelradaban manusia melrupakan  contoh yang me llatarbellakangi 

pelrubahan lelgitimasi (Lindblom, 1994: 13-16). 

 Melnurut Delelgan, elt.al (2002: 319-320), dari pelrspelktif telori lelgitimasi, jika 

manajelmeln yakin bahwa ini adalah apa yang diharapkan masyarakat, maka 

pelrusahaan akan  me llaporkan aktivitas kami se lbagaimana melstinya. 

 Olelh karelna itu, kami akan te lrus mellakukan upaya untuk me lmastikan 

bahwa pelrusahaan kami be lropelrasi selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan 

yang belrlaku bagi masyarakat atau lingkungan di mana melrelka belropelrasi 

(Delelgan, 2004). Lelbih lanjut, lelgitimasi organisasi dapat dipandang se lbagai 

relprelselntasi dari apa yang  masyarakat be lrikan kelpada pelrusahaan, apa yang 

diinginkan atau diharapkan pe lrusahaan dari masyarakat, dan manfaat atau sumbe lr 

daya potelnsial bagi ke llangsungan hidup pelrusahaan ).  

 Kelselnjangan antara nilai-nilai pelrusahaan dan masyarakat selring kali 

digambarkan selbagai “kelselnjangan lelgitimasi” yang melnghambat kelmampuan 

pelrusahaan dalam mellanjutkan bisnisnya (Le lsmana dan Tarigan, 2014: 108). 
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 Keltika kelgiatan usaha suatu pe lrusahaan (corporate l elvelnts) selsuai delngan 

harapan masyarakat  maka te lrjadilah konformitas, yang me lliputi ke lselsuaian 

delngan nilai  dan norma masyarakat, belgitu pula se lbaliknya.Dapat disimpulkan 

bahwa ada tiga hal yang me lnye lbabkan telrjadinya kelselnjangan lelgitimasi. 

 Pelrtama, laba pelrusahaan belrubah, namun elkspelktasi masyarakat telrhadap 

pelrubahan kinelrja pelrusahaan teltap sama. Pelrusahaan yang dulunya belrtanggung 

jawab selcara sosial selringkali belrhelnti mellaksanakan programnya karelna belrbagai 

alasan. Soal lelgitimasi muncul selhubungan delngan pelrubahan opelrasional 

pelrusahaan, namun di sisi lain masyarakat sudah keltagihan delngan program rutin 

telrselbut dan tidak mau belrhelnti. 

Keldua, hasil pelrusahaan tidak belrubah, namun elkspelktasi masyarakat 

telrhadap aktivitas pelrusahaan belrubah. Di sisi lain, pelrusahaan melnilai pelnciptaan 

lapangan kelrja di masyarakat lokal tidak belrdampak positif bagi pelrusahaan, 

karelna pellatihan yang dibelrikan telrbatas dan bellum dilaksanakan. 

Keltiga, kinelrja organisasi dan elkspelktasi masyarakat belrubah kel arah yang 

belrbelda atau kel arah yang sama pada waktu yang belrbelda. Pelrusahaan 

melnggunakan pelkelrja lokal selbagai telnaga kelrja murah bagi pelrusahaan, selhingga 

melngurangi pelngangguran di daelrah telrselbut pada saat itu. dari. 

  Namun seltellah itu, pelrusahaan mellakukan PHK dan warga selkitar yang 

belkelrja di pelrusahaan telrselbut melndelrita. Pelrusahaan melngganti pelkelrja manusia 

delngan melsin karelna melrelka pelrcaya bahwa melsin dapat melmbelrikan manfaat 

yang lelbih belsar bagi pelrusahaan bahkan dapat melngurangi kelrugian pelrusahaan. 

Masyarakat seltelmpat melnelrima kelputusan ini dan belrharap pelnghidupan melrelka 
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dapat ditopang olelh gaji yang ditawarkan pelrusahaan delngan dukungan finansial 

dari usaha kelcil dan melnelngah seltelmpat.  

Masalah keltelrbacaan muncul keltika pelrusahaan gagal melmelnuhi harapan. 

Sellanjutnya belrdasarkan pelrnyataan O'Donovan (2002) selbellumnya dalam 

Grahovar (2011),. kelselnjangan lelgitimasi me lningkatkan kelselsuaian antara ope lrasi 

pelrusahaan dan harapan masyarakat, te lrmasuk pelningkatan tanggung jawab sosial 

telrmasuk keltelrbukaan informasi.Adanya ke lselnjangan lelgitimasi  akibat  

keltidakselsuaian antara ke lgiatan opelrasional pelrusahaan delngan harapan 

masyarakat me lnimbulkan te lkanan dari pelmangku kelpelntingan. Le lgitimasi 

pelmangku kelpelntingan sangat pe lnting bagi pe lrusahaan. Selbab, keltika te lrdapat 

kelselnjangan lelgitimasi, be lsar kelmungkinan akan te lrjadi protels pelmangku 

kelpelntingan telrhadap pelrusahaan, selhingga belrdampak pada kellangsungan hidup 

pelrusahaan, stabilitas manaje lmeln, dan  profitabilitas. 

 Lelgitimasi dipandang se lbagai sarana untuk melnilai kualitas hidup suatu 

organisasi dan dicapai me llalui opelrasional organisasi yang melmatuhi pelraturan 

dan diakui selcara luas olelh masyarakat (O'Donovan, 2002). 

Namun, pelrusahaan selcara konsiste ln melnggunakan layanan be lrbasis 

lingkungan dan me lngungkapkan informasi lingkungan hidup hanya untuk 

melndapatkan pelrseltujuan publik atas opelrasional pelrusahaan melrelka (Ghozali dan 

Chariri, 2007), dan  tanggung jawab telrhadap masyarakat yang ditimbulkan ole lh 

aktivitas pelrusahaan tidak diakui. 

Pelrusahaan melmpunyai kontrak sosial delngan masyarakat di lingkungan 

bisnisnya, dan delngan melnunjukkan hal telrselbut, pelrusahaan diharapkan 
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melmpelrolelh lelgitimasi di masyarakat yang pada akhirnya belrdampak pada 

kellangsungan hidupnya.Pandangan ini juga didukung olelh  

Relvelrtel (2009), yang melnyatakan bahwa telori lelgitimasi delngan jellas 

melngakui bahwa bisnis dibatasi olelh kontrak sosial yang melwajibkan pelrusahaan 

untuk mellakukan belrbagai aktivitas sosial. Pelngungkapan ini diharapkan dapat 

melmbelrikan lelgitimasi pelrusahaan di masyarakat dan melmpelngaruhi 

kellangsungan hidupnya. 

Pelndapat ini juga didukung olelh pelndapat Guthriel dan Parkelr (1989) dalam 

Faisal elt.al (2012: 21).. “Telori lelgitimasi didasarkan pada pe lmikiran bahwa 

lelgitimasi suatu badan usaha yang be lropelrasi dalam masyarakat be lrgantung pada 

kontrak sosial yang te lrsirat antara badan usaha te lrselbut delngan masyarakat. 

Kelbelradaan suatu pe lrusahaan  tidak me lngganggu atau belrtelpatan delngan 

kelbelradaannya. Ole lh karelna itu, keltika te lrjadi transisi me lnuju inkonsiste lnsi, 

lelgitimasi  pelrusahaan te lrancam (Delelgan dkk., 2002). 

Melngingat kuatnya ikatan sosial yang ada antara pe lrusahaan dan 

masyarakat, tanggung jawab sosial pe lrusahaan (CSR) dipe lrkirakan akan be lrfungsi 

selbagai sarana komunikasi antar pe lmelrintah, melningkatkan lelgitimasi bisnis, 

melningkatkan keluntungan bisnis dalam jangka panjang, dan me lmastikan 

kellangsungan bisnis.  

2.2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Pengertian CSR (Corporate Social Responsibility), Konsep Corporate 

Social Responsibility sebenarnya bukanlah suatu hal yang asing pada saat ini dan 

telah menjadi sebuah komitmen tertentu bagi setiap perusahaan untuk 
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bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Menurut 

Soeharto (2007 : 16), CSR merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak 

hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan 

pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan 

berkelanjutan. 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

dalam (Rahman, 2009 : 10) mendefenisikan CSR sebagai suatu komitmen 

bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja 

dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat 

(lokal) dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup. Dalam pengertian lain, tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah kewajiban perusahaan untuk perumusan kebijakan, mengambil 

keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada 

masyarakat. 

Pandangan lebih komprehensif mengenai Corporate Social 

Responsibility (CSR) dikemukakan oleh Carrol dalam teori paradigma 

tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan 

dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomi, hukum, etis dan 

filantropis) yang merupakan satu 

kesatuan. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis, sebuah 

perusahaan haruslah menghasilkan laba sebagai pondasi untuk 

mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis ini 

merupakan hasrat dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk 
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memenuhi keuntungan (laba). 

Menurut Sen dan Bhattacharya yang dikutip oleh Muhajjir 

mengidentifikasi ada enam hal pokok yang termasuk dalam CSR, yaitu : 

a. Community support, antara lain dukungan pada program-program 

pendidikan, kesehatan, kesenian dan sebagainya; 

b. Diversity, merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan 

konsumen dan calon pekerja dalam hal gender (jenis kelamin), fisik 

(cacat) atau kedalam ras-ras tertentu; 

c. Employee support, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif dan 

penghargaan serta jaminan keselamatan kerja; 

d. Environment, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola 

limbah dengan baik, menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan 

dan sebagainya; 

e. Non-U.S operations, perusahaan bertanggungjawab untuk memberikan 

hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat kesempatan 

bekerja antara lain dengan membuka pabrik di luar negeri; 

f. Product, perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk yang 

aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset, dan pengembangan 

produk secara berkelanjutan dan menggunakan kemasan yang bisa di 

daur ulang. 

Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban CSR bagi Perseroan 

Terbatas (PT) yaitu : 
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a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 

berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial 

dan lingkungan; 

b) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan 

dan kewajaran; 

c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

Adapun dalam menilai komitmen dan keseriusan perusahaan dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dilihat berdasarkan : 

1. Kepemimpinan (Leadership) 

Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari 

Top Management perusahaan. 

2. Proporsi Bantuan 

CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, 

melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apakah arealnya luas, 

maka anggarannya harus lebih besar. Jadi, tidak dapat dijadikan tolak ukur, 

apabila anggaran yang besar pasti menghasilkan program yang bagus. 
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3. Transparansi dan Akuntabilitas 

a. Terdapat laporan tahunan; 

b. Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial dimana audit sosial 

terkait dengan pengujian sejauh mana program-program CSR telah dapat 

ditujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan 

umpan balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan interview dengan 

para penerima manfaat. 

4. Cakupan Wilayah (Coverage Area) 

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional 

berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. 

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

a. Dalam  perencanaan  perlu  ada  jaminan  untuk melibatkan 

multistakeholder pada setiap siklus pelaksanaan proyek; 

b. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas pada 

saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman dan penerimaan terhadap budaya 

lokal yang ada; 

c. Terdapat blue print policy yang menjadi dasar pelaksanaan program. 

6. Pelibatan Stakeholder (Stakeholder Engagement) 

Terdapat mekanisme koordinasi regular dengan stakeholder, utamanya 

masyarakat. 

7. Keberlanjutan (Sustainability) 

a. Terjadi alih peran dari korporat ke masyarakat; 
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b. Tumbuhnya rasa memiliki program dan hasil program pada diri 

masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan 

memelihara program dengan baik. 

8. Hasil Nyata (Outcome) 

a. Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka 

kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan) atau berkurangnya angka 

buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) 

atau parameter lainnya sesuai bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan; 

b. Terjadi perubahan pola pikir masyarakat; 

c. Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis. 

Model CSR (Corporate Social Responsibilty) 

 Ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan 

oleh perusahaan di Indonesia, yaitu sebagai berikut : 

1. Keterlibatan langsung 

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung  

dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan 

sumbangan kemasyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, 

sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti 

corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas 

public relation. 

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan 

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau 



24  

 

grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di 

perusahaan- perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan 

dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi 

kegiatan yayasan. 

3. Bermitra dengan pihak lain 

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga 

sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas 

atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan 

kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan 

perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia 

(PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa, 

Instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, 

Depkes, Depsos), Media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar). 

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium 

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu 

lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan 

dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah 

perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau 

lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang 

mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan 

lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati 

bersama. 
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Prinsip-Prinsip CSR (Corporate Social Responsibilty) 

John Elkington (1997) yang dikutip oleh Hasibuan dan Sedyono (2006 : 

73) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility dibagi menjadi tiga 

komponen prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines (3P) 

yaitu sebagai berikut : 

a. Profit (Keuntungan) 

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap 

kegiatan usaha termasuk perusahaan. Tetapi, perusahaan tidak boleh hanya 

memiliki keuntungan bagi organisasinya saja tetapi harus dapat memberi 

kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya dan apa tindakan yang sudah 

dilakukan perusahaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di dalam 

masyarakat. 

b. People (Manusia) 

Perusahaan harus bertanggung jawab untuk memajukan dan 

mensejahterakan sosial serta seluruh stakeholdernya. Menyadari bahwa 

masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi 

perusahaan. Perusahaan bisa membuat kegiatan untuk membangun masyarakat 

dan sumber daya manusia. 

c. Planet (Lingkungan) 

Perusahaan harus menjaga keadaan lingkungan khususnya di sekitar 

lingkungan perusahaan karena sudah kewajiban perusahaan untuk peduli 
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terhadap lingkungan. Perusahaan harus melakukan penerapan proses produksi 

yang bersih, aman dan bertanggung jawab. 

Dengan konsep ini dapat memberikan pemahaman bahwa perusahaan 

yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), 

melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) 

dan kesejahteraan masyarakat (people). 

Manfaat Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibilty), Adapun 

manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu : 

a) Membangun dan menjaga reputasi perusahaan; 

b) Meningkatkan citra perusahaan; 

c) Melebarkan cakupan bisnis perusahaan; 

d) Mempertahankan posisi merek perusahaan; 

e) Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas; 

f) Kemudahan memperoleh akses terhadap modal; 

g) Memperoleh pengelolaan manajemen resiko. 

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, bagi 

lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya. Menguraikan manfaat yang 

akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya : 

a) Bagi perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan 

dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat 

tumbuh dan berkelanjutan, perusahaan mendapatkan citra yang positif dari 
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masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadapt 

modal. Ketiga, perusahaan daapat mempertahankan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan 

pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko 

(risk management); 

b) Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai 

tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap 

akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja; 

c) Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan 

atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat 

polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. 

 Olelh karelna itu, pelngungkapan tanggung jawab sosial pe lrusahaan 

belrtujuan untuk me lnunjukkan komitmeln yang dibe lrikan suatu pelrusahaan kelpada 

kellompok dan individu di dalam pe lrusahaan, se lrta melmbantu pelrusahaan 

melngkomunikasikan dampak yang ditimbulkan dari ke lgiatannya ke lpada 

pelmangku kelpelntingannya dan masyarakat luas dapat me lnyampaikan informasi.  

Dijellaskan olelh Carroll (1999: 4-6), dalam CSR melmuat komponeln-

komponeln selbagai belrikut : 

1. Kelwajiban finansial. Pelrusahaan me lmpunyai ke lwajiban dari se lgi 

finansial, yaitu. Ke lbelradaan pe lrusahaan didorong ole lh tujuan melncapai 

kellangsungan pe lrusahaan dalam jangka panjang dan me lningkatkan ke lpelrcayaan 

invelstor. Se llain itu, pe lrusahaan juga be lrtanggung jawab ke lpada para kre lditur 
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selbagai satu ke lsatuan yang me lmbantu pe lrusahaan dalam pe lmbiayaan se lhingga 

pelrusahaan dapat me llunasi pinjaman dan bunganya. Tanggung jawab ke luangan 

sosial melngatur pe llaksanaan tanggung jawab pe lrusahaan ke lpada pelmangku 

kelpe lntingan. Hal ini kare lna tanggung jawab finansial me lrupakan prasyarat untuk 

melmelnuhi ke lwajiban lainnya, se lpelrti kelwajiban hukum, e ltika, dan ke lmitraan. 

2. Ke lwajiban hukum. Pelrusahaan se lbagai bagian dari masyarakat 

melmpunyai ke lwajiban untuk me lmatuhi pe lraturan pe lrundang-undangan yang 

belrlaku, dan ke lgiatan pelrusahaan harus dilakukan se lsuai delngan pe lraturan 

hukum. 

3. Kelwajiban E ltis. Saat melnjalankan aktivitasnya, pe lrusahaan tidak hanya 

harus me lmatuhi pelraturan yang be lrlaku, namun juga harus me lmiliki ke lwajiban 

untuk melnye lsuaikan aktivitasnya de lngan standar sosial dan e ltika yang be lrlaku.  

4. Tanggung Jawab Filantropis. Pelrusahaan be lrtanggung jawab tidak hanya 

kelpada pe lmelgang saham, namun juga ke lpada masyarakat dan lingkungan fisik di 

selkitar pe lrusahaan. Tanggung jawab pe lrusahaan tidak hanya me lnyeldiakan 

belrbagai fasilitas dan layanan, namun juga me lningkatkan ke lse ljahte lraan 

masyarakat lokal me llalui pelningkatan sosial e lkonomi di wilayah te lmpat 

pelrusahaan be lrope lrasi. Pelrusahaanlah yang me lmpelrole lh manfaat dari 

pelmanfaatan sumbe lr daya te lrselbut, se ldangkan masyarakatlah yang me lnanggung 

akibat ne lgatif dari pe lnggunaan sumbe lr daya te lrse lbut. 

selbagai tanggung jawab pe lrusahaan atas hasil pe lngellolaan pe lrusahaan, 

maka pelrusahaan harus me lngelmbalikan selbagian ke luntungan yang dihasilkannya 

kelpada masyarakat dan me lmpelrbaiki selgala kelrusakan yang ditimbulkan. 
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 Lelbih lanjut, mode ll kinelrja CSR yang diungkapkan ole lh Carroll (1991) 

dalam William (2012: 13) te lrdiri dari tiga aspe lk yang saling te lrintelgrasi: de lfinisi  

tanggung jawab sosial, yaitu pe lrmasalahan sosial yang me lnjadi tanggung jawab 

pelrusahaan. Telntang daya tanggap pe lrmasalahan sosial yang me lnjadi tanggung 

jawab pelrusahaan me lliputi pelrilaku konsumeln, lingkungan hidup, diskriminasi 

pelkelrjaan, kelamanan produk, se lrta kelselhatan dan kelsellamatan kelrja. 

 Filosofi daya tanggap, di sisi lain, adalah filosofi, gaya, dan strate lgi di balik 

relspons pelrusahaan te lrhadap tanggung jawab  sosial dan masalah sosial yang 

muncul di masyarakat. Pe lngungkapan kine lrja pelrusahaan selring kali be lrsifat 

sukarella (voluntelelr disclosurel) olelh pelrusahaan (Murtanto, 2006). 

 Melnurut Murtanto (2006), ada be lbelrapa alasan me lngapa pe lrusahaan 

melngungkapkan manfaat sosial.Inilah alasannya: Te lntukan tujuan sosial pe lrusa 

haan Anda Melski sulit dide ltelksi dan diukur,  analisis  seldelrhana le lbih baik 

daripada tidak sama selkali. 

 Alasan keldua adalah difelrelnsiasi produk. Ini adalah ke ltelrbukaan informasi 

yang digunakan pe lrusahaan  untuk me lmbeldakan dirinya dari pelsaing yang tidak 

melmelnuhi tanggung jawab sosialnya kelpada masyarakat. 

 Yang keltiga adalah “ke lpelntingan pribadi yang te lrcelrahkan”, atau upaya 

pelrusahaan untuk me lnjaga kelharmonisan sosial de lngan para pe lmangku 

kelpelntingannya, kare lna hal telrselbut diyakini dapat me lmpelngaruhi  pelnjualan dan 

harga saham pelrusahaan. (Multan, 2006 Pe lrumana, 2012: ) 24). 
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2.2.4 Sustainability Report 

Laporan kelbelrlanjutan melrupakan  aspelk  pelnting yang pelrlu diwaspadai 

olelh pelrusahaan (Fauzi, 2021). Laporan kelbelrlanjutan adalah laporan yang 

melmuat telntang kondisi ke lrja suatu pelrusahaan dalam kaitannya de lngan 

lingkungan, sosial, dan elkonomi dan diselbarluaskan dalam satu tahun. Pellaporan 

kelbelrlanjutan yang  ditujukan kelpada masyarakat dan inve lstor selbagai wujud 

tanggung jawab pelrusahaan dibahas selcara transparan (Madani & Gayatri, 2021). 

Salah satu tujuan utama pelmbuatan laporan kelbelrlanjutan adalah untuk 

melngomunikasikan komitmeln pelrusahaan dalam melluncurkan bisnis  

belrkellanjutan (Wagiswari & Badelra, 2021). Pelrusahaan dapat melnjellaskan 

kelgiatan pelmbangunan belrkellanjutan yang dilakukan kelpada selluruh pelmangku 

kelpelntingan dalam belntuk laporan rinci pada se ltiap proyelk (Yanti & Gayatri, 

2021). 

Pellaporan ke lbe lrlanjutan, belrdasarkan Pe ldoman Pellaporan Ke lbelrlanjutan, 

melngukur, me lngungkapkan dan me lnunjukkan upaya pe lrusahaan untuk 

melnjadikan kine lrjanya akuntabe ll kelpada pe lmangku ke lpe lntingan inte lrnal dan 

elkstelrnal untuk pe lmbangunan be lrke llanjutan. Manfaat pe lnelrapan pe llaporan 

kelbe lrlanjutan antara lain melmbantu pe lrusahaan melnambah nilai, me lningkatkan 

citra positif, me lngurangi risiko yang be lrdampak ne lgatif pada pe lrusahaan,  

melningkatkan ke lpe lrcayaan  pe lmelgang saham, dan me lmbelrdayakan ke llompok 

kelpe lntingan lainnya de lngan , te lrmasuk melmpelrkuat pe lrtimbangan sosial dan 

lingkungan. 
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 Be lbelrapa pe lrusahaan be lsar yang te llah me lnelrapkan pe llaporan ke lbelrlanjutan 

melne lmukan bahwa melskipun pellaporan ke lbelrlanjutan untuk pelmangku 

kelpe lntingan intelrnal  melndorong partisipasi karyawan dalam pe lmbangunan 

belrke llanjutan, pe llaporan kelbe lrlanjutan untuk pelmangku ke lpelntingan e lkstelrnal 

pelnting untuk  kine lrja  organisasi komitmeln organisasi selbagai akuntabilitas atas 

tindakan yang diambil, melmungkinkan pe lmangku ke lpelntingan me lngukur  upaya 

kelbe lrlanjutan organisasi delngan tingkat transparansi yang tinggi, untuk dapat 

belrkomunikasi. 

 Manaje lmeln Shelll juga melyakini bahwa pe llaporan ke lbelrlanjutan melrupakan 

pelne lrapan prinsip-prinsip Tata Ke llola Pe lrusahaan yang Baik (GCG). De lngan 

melne lrapkan pe llaporan kelbe lrlanjutan, pelrusahaan diharapkan  dapat me lnelrapkan 

eltika pelrusahaan untuk me lnghasilkan pelrtumbuhan yang be lrke llanjutan. Ke lgiatan 

yang dilakukan suatu pelrusahaan harus dilaporkan ke lpada pe lmangku 

kelpe lntingan. Pe lmangku kelpe lntingan suatu pe lrusahaan me lncakup be lrbagai pihak 

selpe lrti pelmelgang saham, pelmelrintah, pellanggan, karyawan, dan masyarakat 

umum. Pelme lgang saham ingin invelstasi lelbih banyak, pe lme lrintah ingin 

pelrusahaan me lngikuti aturan yang dite ltapkan, masyarakat umum ingin 

pelrusahaan melnjaga lingkungan, dan pe lrusahaan ingin prose ls produksinya ramah 

lingkungan. Se lsuatu yang  tidak me lrusak lingkungan. Se lbagaimana disyaratkan 

olelh UU No. 40 tahun 2007 hal 66. Pelrusahaan harus melngungkapkan selluruh 

tanggung jawab sosial dan lingkungan  dalam laporan tahunannya.  
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2.2.5 Global Reporting Initiative (GRI) Standards 

Standar GRI  adalah  peldoman yang digunakan selcara global untuk 

mellaporkan dampak lingkungan, sosial, dan elkonomi kelpada publik. Laporan 

kelbelrlanjutan harus dibuat belrdasarkan standar GRI dan melmbelrikan informasi 

telntang kontribusi positif atau nelgatif pelrusahaan telrhadap pelmbangunan 

belrkellanjutan (Seltiani & Sinaga, 2021). Standar GRI melncakup tiga modul: 

Landasan GRI 101, Pelngungkapan Umum GRI 102, dan Standar Umum, yang 

melncakup Pelndelkatan Manajelmeln GRI 103. 

 Untuk me lmulai selri standar GRI, GRI 101 telntang Pelngungkapan 

melrupakan melneltapkan prinsip-prinsip pellaporan untuk melnelntukan konteln dan 

kualitas laporan. Standar ini melncakup pelrsyaratan untuk melnyiapkan laporan 

kelbelrlanjutan selsuai delngan standar GRI dan melmbelrikan informasi telntang cara 

melnggunakan standar GRI. Sellain itu, hal ini juga melncakup pelrsyaratan khusus 

yang melngharuskan organisasi/pelrusahaan untuk melnyiapkan laporan 

kelbelrlanjutan selsuai delngan standar dan melmbelrikan informasi pellaporan  

spelsifik (Global Sustainability Standards Board, 2016). 

 GRI 102 (Pe lngungkapan Umum) adalah standar yang me lmbahas e llelmeln 

umum yang dipelrlukan untuk melngungkapkan laporan ke lbelrlanjutan. Standar ini 

melncakup pe lrsyaratan pellaporan te lrkait informasi kontelkstual telntang organisasi 

dan praktik pe llaporan kelbe lrlanjutannya. Organisasi dari se lmua ukuran, jelnis, 

industri, dan lokasi gelografis dapat me lnggunakan GRI 102 (Global Sustainability 

Standards Board, 2016). 



33  

 

 GRI 103 (Pe lndelkatan Manaje lmeln) me lngatur standar umum untuk 

pellaporan pe lnde lkatan manaje lmeln telrhadap topik matelrial (Global Sustainability 

Standards Board, 2016). Sellain itu, GRI 200 me lncakup topik-topik spelsifik telrkait 

pelre lkonomian, GRI 300 melncakup isu-isu sosial, dan GRI 400 me lncakup telma-

telma lingkungan hidup. 

 Saat ini juga te lrdapat  modul standar te lrte lntu selpe lrti GRI-200 E lconomics, 

GRI-300 Elnvironmelnt, dan GRI-400 Socielty.Standar GRI me lncakup kelte lntuan 

yang dapat dilaporkan dan  tidak dapat dilaporkan atau relfe lre lnsi lain yang dapat 

digunakan untuk pe llaporan (Gunawan & Me lideln, 2021). 

 

Gambar 2.1GRI-200 Elconomy 
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Gambar 2.2 GRI-300 Elnvironme lnt 

GRI 300 adalah sebuah standar yang digunakan untuk pelaporan 

keberlanjutan oleh organisasi. Standar ini dirancang oleh Global Reporting 

Initiative (GRI) untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan yang 

transparan dan dapat dibandingkan secara internasional. GRI 300 mencakup aspek 

lingkungan seperti penggunaan energi, air, dan material, serta dampak emisi gas 

rumah kaca, limbah, dan keanekaragaman hayati. Tujuan utamanya adalah untuk 

mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan dari operasi bisnis, serta 

menyediakan informasi yang dapat membantu pemangku kepentingan dalam 

membuat keputusan yang lebih berkelanjutan. 

Implementasi GRI 300 dalam pelaporan keberlanjutan memungkinkan 

organisasi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik ramah 

lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan mengikuti panduan ini, 

perusahaan dapat mengevaluasi kinerja lingkungan mereka secara lebih sistematis 

dan mendetail. Selain itu, laporan yang sesuai dengan GRI 300 juga dapat 
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meningkatkan kepercayaan dari investor, pelanggan, dan masyarakat umum 

karena mereka melihat adanya upaya nyata dalam mengurangi dampak negatif 

terhadap lingkungan. Melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, 

organisasi dapat membangun reputasi yang lebih kuat dan berkontribusi pada 

pembangunan berkelanjutan global.  

Berikut adalah pengukuran yang lebih rinci dari indikator-indikator GRI 300: 

Material 301: Penggunaan Material 

1.GRI 301-1: Material yang Digunakan Berdasarkan Berat atau Volume 

  a.Jenis material yang digunakan (misalnya, baja, plastik, kertas, dll.) 

  b.Berat atau volume total setiap jenis material yang digunakan dalam 

periode pelaporan 

2.GRI 301-2: Material yang Digunakan Berasal dari Daur Ulang 

  a.Jenis material daur ulang yang digunakan 

  b.Persentase atau volume total material yang berasal dari daur ulang 

dibandingkan dengan total material yang digunakan 

Energi 302: Konsumsi Energi 

1.GRI 302-1: Konsumsi Energi dalam Organisasi 

  a.Total konsumsi energi dari sumber-sumber non-terbarukan (misalnya, 

listrik, gas alam, minyak, batu bara) 
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  b.Total konsumsi energi dari sumber-sumber terbarukan (misalnya, energi 

matahari, angin, biomassa) 

2.GRI 302-3: Intensitas Energi 

  a.Konsumsi energi total per unit produksi atau layanan (misalnya, kWh per 

ton produk atau kWh per unit layanan) 

Air 303: Penggunaan Air 

1.GRI 303-1: Pengambilan Air Berdasarkan Sumber 

  a.Total volume air yang diambil dari berbagai sumber (misalnya, air 

permukaan, air tanah, air hujan, air yang disuplai oleh pihak ketiga) 

 3.GRI 303-3: Daur Ulang dan Penggunaan Kembali Air 

  a.Volume air yang didaur ulang atau digunakan kembali sebagai persentase 

dari total konsumsi air 

Keanekaragaman Hayati 304: Dampak Keanekaragaman Hayati 

1.GRI 304-1: Lokasi Operasi dan Keanekaragaman Hayati 

  a.Daftar lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan 

dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi 

  b.Deskripsi dampak dari operasi terhadap kawasan-kawasan tersebut 

2.GRI 304-2: Dampak Signifikan pada Keanekaragaman Hayati 
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  a.Penjelasan dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa terhadap 

keanekaragaman hayati di daerah yang terkena dampak 

  b.Upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif 

tersebut 

Emisi 305: Emisi Gas Rumah Kaca 

1.GRI 305-1: Emisi Gas Rumah Kaca Langsung (Scope 1) 

  a.Total emisi gas rumah kaca langsung dalam satuan ton CO2 ekuivalen 

2.GRI 305-2: Emisi Gas Rumah Kaca Tidak Langsung dari Energi (Scope 2) 

  b.Total emisi gas rumah kaca tidak langsung dari konsumsi energi dalam 

satuan ton CO2 ekuivalen 

3.GRI 305-3: Emisi Gas Rumah Kaca Tidak Langsung Lainnya (Scope 3) 

  a.Total emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya, termasuk emisi dari 

rantai pasokan dan transportasi, dalam satuan ton CO2 ekuivalen 

Limbah 306: Pengelolaan Limbah 

2.GRI 306-2: Jenis dan Metode Pembuangan Limbah 

  a.Total berat atau volume limbah yang dihasilkan, dibagi berdasarkan jenis 

limbah (misalnya, limbah berbahaya dan non-berbahaya) 

  b.Metode pembuangan limbah yang digunakan (misalnya, daur ulang, 
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pembakaran, penimbunan di tanah) 

3.GRI 306-3: Jumlah Limbah Signifikan yang Dibuang 

  a.Volume atau berat limbah signifikan yang dibuang ke lingkungan 

(misalnya, air, udara, tanah) 

Kepatuhan Lingkungan 307: Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan 

Lingkungan 

1.GRI 307-1: Jumlah Denda dan Sanksi 

  a.Jumlah total denda signifikan yang dikenakan karena ketidakpatuhan 

terhadap peraturan lingkungan 

  b.Jumlah total sanksi non-monetary yang diterima karena ketidakpatuhan 

terhadap peraturan lingkungan 

 
Gambar 2.3. GRI-400 Social 
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GRI 400 adalah bagian dari standar Global Reporting Initiative (GRI) 

yang berfokus pada aspek sosial dari keberlanjutan. Standar ini mencakup 

berbagai topik seperti hak asasi manusia, kondisi kerja, kesehatan dan 

keselamatan, serta hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan 

lainnya. Tujuan utama GRI 400 adalah untuk membantu organisasi 

mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan dampak sosial mereka secara 

transparan dan terstruktur. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan 

praktik sosial mereka, memastikan bahwa mereka bertindak secara etis dan 

bertanggung jawab, serta memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya 

kepada para pemangku kepentingan. 

Salah satu aspek penting dari GRI 400 adalah hak asasi manusia, yang 

mencakup indikator seperti kebijakan non-diskriminasi, kebebasan berserikat, dan 

penghapusan pekerja anak dan pekerja paksa. Organisasi diharapkan untuk 

melaporkan langkah-langkah yang mereka ambil untuk memastikan bahwa hak-

hak ini dihormati di seluruh operasi mereka dan rantai pasokan. Selain itu, GRI 

400 juga mencakup kondisi kerja dan kesehatan serta keselamatan karyawan, 

dengan indikator yang mengukur tingkat kecelakaan kerja, pelatihan keselamatan, 

dan kepuasan karyawan. Dengan melaporkan indikator-indikator ini, perusahaan 

dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan karyawan dan 

lingkungan kerja yang aman. 

Berikut adalah pengukuran yang lebih terperinci dari indikator-indikator dalam 

GRI 400, mulai dari GRI 401 hingga GRI 419: 
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GRI 401: Ketenagakerjaan 

1.GRI 401-1: Perekrutan Karyawan Baru dan Turnover Karyawan 

a.Jumlah dan persentase karyawan baru yang direkrut selama periode 

pelaporan, berdasarkan usia, gender, dan wilayah. 

b.Tingkat turnover karyawan selama periode pelaporan, berdasarkan usia, 

gender, dan wilayah. 

2.GRI 401-2: Tunjangan yang Diberikan kepada Karyawan Penuh Waktu yang 

Tidak Diberikan kepada Karyawan Sementara atau Paruh Waktu 

a.Deskripsi tunjangan yang diberikan kepada karyawan penuh waktu 

(misalnya, asuransi kesehatan, cuti berbayar) dan perbedaan dengan yang 

diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu. 

3.GRI 401-3: Cuti Melahirkan 

a.Jumlah karyawan yang berhak dan mengambil cuti melahirkan. 

b.Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir. 

c.Tingkat retensi karyawan setelah kembali bekerja dari cuti melahirkan. 

GRI 402: Hubungan Karyawan-Manajemen 

1.GRI 402-1: Pemberitahuan Minimum Mengenai Perubahan Operasional 

a.Periode pemberitahuan minimum yang tercantum dalam perjanjian 

kolektif yang berkaitan dengan perubahan operasional yang signifikan. 

GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

1. GRI 403-1: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a.Deskripsi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang 

diterapkan dalam organisasi. 
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2.GRI 403-2: Jenis Cedera dan Tingkat Cedera, Penyakit, Hari Hilang, dan 

Jumlah Kematian Terkait Pekerjaan 

a.Tingkat cedera kerja (misalnya, per 100 karyawan). 

b.Tingkat penyakit akibat kerja. 

c.Jumlah hari kerja yang hilang karena cedera atau penyakit. 

d.Jumlah kematian terkait pekerjaan. 

3.GRI 403-3: Kesehatan Pekerja yang Memiliki Risiko Tinggi atau Terkait dengan 

Pekerjaan 

a.Deskripsi program kesehatan dan keselamatan yang ditujukan untuk 

pekerja dengan risiko tinggi. 

4.GRI 403-4: Partisipasi, Konsultasi, dan Komunikasi Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

a.Mekanisme partisipasi karyawan dalam manajemen kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 

1.GRI 404-1: Rata-rata Jam Pelatihan per Tahun per Karyawan 

a.Rata-rata jam pelatihan yang diterima oleh setiap karyawan per tahun, 

berdasarkan kategori karyawan (misalnya, manajemen, staf). 

2.GRI 404-2: Program untuk Peningkatan Keterampilan dan Dukungan Transisi 

a.Deskripsi program pelatihan dan pengembangan yang ditawarkan untuk 

meningkatkan keterampilan karyawan dan mendukung transisi karier. 

3.GRI 404-3: Persentase Karyawan yang Menerima Tinjauan Kinerja dan 

Pengembangan Karier 
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a.Persentase karyawan yang menerima tinjauan kinerja dan pengembangan 

karier secara reguler, berdasarkan gender dan kategori karyawan. 

GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan yang Setara 

1.GRI 405-1: Keberagaman Badan Tata Kelola dan Karyawan 

a.Komposisi badan tata kelola dan karyawan berdasarkan kategori seperti 

gender, usia, kelompok minoritas, dll. 

2.GRI 405-2: Rasio Gaji Dasar dan Remunerasi Pria terhadap Wanita 

a.Rasio gaji dasar dan remunerasi antara karyawan pria dan wanita dalam 

berbagai kategori pekerjaan. 

GRI 406: Non-Diskriminasi 

1.GRI 406-1: Insiden Diskriminasi dan Tindakan Perbaikan yang Dilakukan 

a.Jumlah insiden diskriminasi yang dilaporkan. 

b.Tindakan yang diambil untuk menangani dan menyelesaikan insiden-

insiden tersebut. 

GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 

1.GRI 407-1: Operasi dan Pemasok di Mana Hak untuk Kebebasan Berserikat dan 

Perundingan Kolektif Mungkin Terancam 

a.Daftar operasi dan pemasok di mana hak-hak ini mungkin berisiko. 

b.Langkah-langkah yang diambil untuk mendukung hak-hak ini. 

GRI 408: Pekerja Anak 

1.GRI 408-1: Operasi dan Pemasok dengan Risiko Signifikan Terlibat dalam 

Pekerja Anak 
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a.Operasi dan pemasok yang diidentifikasi memiliki risiko signifikan 

terlibat dalam pekerja anak. 

b.Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dan menghilangkan 

risiko ini. 

GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib 

1.GRI 409-1: Operasi dan Pemasok dengan Risiko Signifikan Terlibat dalam 

Kerja Paksa atau Wajib 

a.Operasi dan pemasok yang diidentifikasi memiliki risiko signifikan 

terlibat dalam kerja paksa atau wajib. 

b.Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dan menghilangkan 

risiko ini. 

GRI 410: Keamanan Praktik 

1.GRI 410-1: Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Petugas Keamanan 

a.Jumlah dan persentase petugas keamanan yang telah menerima pelatihan 

hak asasi manusia. 

GRI 411: Hak Masyarakat Adat 

1.GRI 411-1: Insiden Pelanggaran Hak Masyarakat Adat 

a.Jumlah insiden pelanggaran hak masyarakat adat yang teridentifikasi. 

b.Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan insiden-insiden tersebut. 

GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 

1.GRI 412-1: Operasi yang Ditinjau untuk Risiko Hak Asasi Manusia 

a.Persentase operasi yang telah ditinjau untuk risiko hak asasi manusia. 
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2.GRI 412-2: Pelatihan Karyawan tentang Kebijakan dan Prosedur Hak Asasi 

Manusia 

a.Jumlah jam pelatihan hak asasi manusia yang disediakan. 

b.Persentase karyawan yang telah menerima pelatihan tersebut. 

3.GRI 412-3: Perjanjian dan Kontrak Investasi yang Mencakup Klausul atau 

Penyaringan Hak Asasi Manusia 

a.Persentase perjanjian investasi yang menyertakan klausul hak asasi 

manusia atau yang telah disaring untuk hak asasi manusia. 

GRI 413: Komunitas Lokal 

1.GRI 413-1: Operasi dengan Keterlibatan Masyarakat Lokal, Penilaian Dampak, 

dan Program Pengembangan 

a.Persentase operasi yang telah melakukan keterlibatan masyarakat lokal 

dan penilaian dampak. 

b.Deskripsi program pengembangan masyarakat yang dijalankan. 

2.GRI 413-2: Operasi dengan Dampak Negatif Signifikan yang Nyata atau 

Potensial terhadap Komunitas Lokal 

a.Jumlah operasi dengan dampak negatif signifikan yang nyata atau 

potensial terhadap komunitas lokal. 

b.Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak-dampak ini. 

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 

1.GRI 414-1: Persentase Pemasok Baru yang Disaring Menggunakan Kriteria 

Sosial   

a.Persentase pemasok baru yang dievaluasi menggunakan kriteria sosial. 
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2.GRI 414-2: Dampak Sosial Negatif dalam Rantai Pasokan dan Tindakan yang 

Diambil 

a.Jumlah dan jenis dampak sosial negatif yang diidentifikasi dalam rantai 

pasokan. 

b.Tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan dampak 

tersebut. 

GRI 415: Kebijakan Publik 

1.GRI 415-1: Kontribusi Finansial untuk Politik 

a.Jumlah kontribusi finansial yang diberikan untuk kegiatan politik atau 

kampanye. 

GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 

1.GRI 416-1: Penilaian Dampak Kesehatan dan Keselamatan dari Kategori 

Produk dan Jasa 

a.Persentase kategori produk dan jasa yang dievaluasi untuk dampak 

kesehatan dan keselamatan. 

2.GRI 416-2: Insiden Ketidakpatuhan terkait Dampak Kesehatan dan 

Keselamatan dari Produk dan Jasa 

a.Jumlah insiden ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan dan keselamatan 

dari produk dan jasa. 

b.Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan insiden-insiden tersebut. 

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 

1.GRI 417-1: Persyaratan untuk Informasi dan Pelabelan Produk dan Jasa 
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a.Deskripsi persyaratan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang 

diikuti. 

2.GRI 417-2: Insiden Ketidakpatuhan terkait Informasi Produk dan Pelabelan 

GRI 418: Privasi Pelanggan 

1.GRI 418-1: Keluhan yang Diterima Mengenai Pelanggaran Privasi dan 

Kehilangan Data Pelanggan 

a.Jumlah keluhan yang diterima terkait pelanggaran privasi dan kehilangan 

data pelanggan. 

b.Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan-keluhan tersebut. 

1.GRI 418-2: Pelanggaran Privasi yang Teridentifikasi 

a.Jumlah dan jenis pelanggaran privasi yang teridentifikasi. 

b.Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki atau mengatasi 

pelanggaran tersebut. 

GRI 419: Kepatuhan Sosial dan Ekonomi 

1.GRI 419-1: Ketidakpatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Sosial dan Ekonomi 

a.Jumlah denda signifikan yang dikenakan dan total nilai sanksi yang tidak 

sesuai dengan hukum dan peraturan sosial serta ekonomi. 

2.GRI 419-2: Tindakan Hukum yang Diambil karena Pelanggaran Hukum 

a.Jumlah tuntutan hukum yang diajukan terhadap perusahaan karena 

pelanggaran hukum sosial dan ekonomi. 

b.Hasil dari tuntutan-tuntutan tersebut dan langkah-langkah untuk mencegah 

pelanggaran serupa di masa depan. 
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Dengan mengikuti pedoman GRI 400 dan mengimplementasikan 

pengukuran-pengukuran ini, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tidak 

hanya mematuhi standar etika dan keberlanjutan yang diakui secara internasional, 

tetapi juga meningkatkan praktik sosial mereka secara berkelanjutan dan 

transparan. Ini membantu mereka membangun reputasi yang kuat, meningkatkan 

kesejahteraan karyawan, dan memperkuat hubungan mereka dengan pemangku 

kepentingan serta masyarakat secara Olelh karelna itu, pelrusahaan pelrlu 

mellaporkan aktivitas bisnisnya selsuai delngan  peldoman Standar GRI  agar CSR 

dan aktivitas kelbelrlanjutan lainnya dapat dilihat olelh publik. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Tanggung jawab sosial pelrusahaan (CSR) me lrupakan be lntuk tanggung 

jawab sosial pelrusahaan telrhadap lingkungan, masyarakat, dan pe lmangku 

kelpe lntingan. Ke lgiatan CSR dapat dibagi me lnjadi dua jelnis: CSR intelrnal dan 

CSR elkstelrnal. Ke lgiatan CSR elkste lrnal me lliputi dukungan lingkungan, 

dukungan produk, dan dukungan komunitas. Ke lgiatan CSR intelrnal kami telrdiri 

dari dua bagian: pe lnge lmbangan karyawan dan kelbe lragaman. Pe lrlindungan 

pelke lrja, inse lntif dan  jaminan ke lsellamatan kelrja me lrupakan bagian dari 

pelnge lmbangan pe lkelrja. Pelngungkapan CSR harus dimasukkan dalam  laporan 

kelbe lrlanjutan. 

  Praktik pelngungkapan CSR dalam laporan ke lbelrlanjutan masih re lndah di 

Indone lsia, dan melskipun pelrusahaan lelbih melmilih melnggunakan laporan 

tahunan dalam praktik pelngungkapan CSR melre lka, namun pelngungkapan 

kate lgori sosial, khususnya sumbe lr daya manusia, masih minim; sumbelr daya 
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manusia. Pelngungkapan CSR baik  dalam laporan tahunan maupun laporan 

kelbe lrlanjutan melngacu pada Pe ldoman Pellaporan Ke lbe lrlanjutan Global 

Relporting Initiative l (GRI). Pe lngungkapan CSR diukur dan dielvaluasi 

melnggunakan indikator GRI. Me lnganalisis pe lngungkapan aktivitas CSR suatu 

pelrusahaan de lngan me lnggunakan indikator  GRI akan me lngungkapkan 

kelle lngkapan isi laporan, kelpatuhan te lrhadap pe ldoman dan standar yang be lrlaku,  

dan apakah laporan te lrselbut be lrke llanjutan atau tidak. Diagram alur ke lrangka 

pelmikiran pe lnellitian ini adalah se lbagai be lrikut. 

Gambar 2.4 Ke lrangka Pe lmikiran 

 

Pengungkapan  CSR 

 

Indikator 
GRI  

Corporate   Social 

Responsibility  (CSR) 

Tidak Sesuai Sesuai 

Sustainability 

Report 

Indikator GRI 

400 

Kesimpulan 
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Dari ke lrangka diatas, Analisis Program CSR Dalam Sustainability Relport 

Be lrdasarkan GRI 400 Standards Pada Pe lrusahaan PT Sat Nusape lrsada Tbk. Maka 

CSR pada pelrusahaan manufakture l PT Sat Nusape lrsada Tbk. Me llibat bagaimana 

kinelrja dan pe lngungkapannya. Ke lmudian di prose ls dan di belntuk me lnjadi 

sustainability re lport delngan me lnggunakan indikator GRI yang sudah se lsuai atau 

bellum. 

 


